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PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA 

NOMOR 3 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA 

NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN DAN PEMOTONGAN 

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN 

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dengan telah dilaksanakannya reformasi birokrasi 

di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, 

kepada pegawai di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi 

Pancasila diberikan tunjangan kinerja; 

b. bahwa untuk mewujudkan sistem merit di lingkungan 

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu menerapkan 

pemberian tunjangan kinerja yang adil dan akuntabel; 

c. bahwa ketentuan mengenai pemberian dan pemotongan 

tunjangan kinerja dalam Peraturan Badan Pembinaan 

Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2019 tentang 

Pemberian dan Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai 

di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, 

perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang kepegawaian; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi 
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Pancasila tentang Perubahan atas Peraturan Badan 

Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2019 

tentang Pemberian dan Pemotongan Tunjangan Kinerja 

Pegawai di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi 

Pancasila; 

 

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan 

Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 17); 

2. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2019 tentang 

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Pembinaan 

Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 156); 

3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 

Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Laksana Badan 

Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 536); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN 

PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA NOMOR 5 TAHUN 2019 

TENTANG PEMBERIAN DAN PEMOTONGAN TUNJANGAN 

KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN 

IDEOLOGI PANCASILA. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pembinaan 

Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pemberian 

dan Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan 

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1364) diubah sebagai berikut: 
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1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 8 

(1) Pembayaran Tunjangan Kinerja dilaksanakan paling 

lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya. 

(2) Pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Desember 

dibayarkan pada akhir bulan Desember.  

(3) Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari 

libur, pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan pada hari 

kerja sebelum atau sesudah tanggal 10 (sepuluh).  

(4) Tunjangan Kinerja yang dibayarkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dihitung mulai tanggal 

Pegawai yang bersangkutan telah secara nyata 

melaksanakan tugas, pekerjaan, atau jabatan paling 

sedikit selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 

1 (satu). 

(5) Dalam hal tanggal 1 (satu) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) jatuh pada hari libur, pelaksanaan 

tugas, pekerjaan, atau jabatan dihitung mulai hari 

kerja berikutnya. 

(6) Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) 

dilaksanakan oleh unit kerja yang mempunyai tugas 

melakukan pembayaran Tunjangan Kinerja di 

lingkungan BPIP. 

 

2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 13 

(1) Pegawai yang cuti sakit dengan surat keterangan 

dokter dan tidak menjalani rawat inap tidak 

dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja untuk 

paling lama 3 (tiga) hari kerja, dan selanjutnya 

dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 

1,5% (satu koma lima persen) per hari kerja. 

www.peraturan.go.id



2021, No. 805 -4- 

(2) Pegawai yang cuti sakit dengan menjalani rawat inap 

di fasilitas pelayanan kesehatan yang dibuktikan 

dengan surat keterangan rawat inap dari fasilitas 

pelayanan kesehatan paling lama 60 (enam puluh) 

hari kerja tidak dikenakan pemotongan Tunjangan 

Kinerja dan untuk hari rawat inap berikutnya 

dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 

1,5% (satu koma lima persen) per hari kerja sampai 

dengan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak 

tanggal cuti sakit. 

(3) Pegawai yang cuti sakit dengan surat keterangan 

dokter dan menjalani rawat jalan setelah selesai 

menjalani rawat inap selama 30 (tiga puluh) hari 

kerja dan dapat diperpanjang untuk paling lama 30 

(tiga puluh) hari kerja dikenakan pemotongan 

Tunjangan Kinerja sebesar 1,5% (satu koma lima 

persen) per hari kerja dan untuk hari berikutnya 

dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 

3% (tiga persen) per hari kerja. 

(4) Pegawai yang cuti sakit karena mengalami 

kecelakaan dalam keadaan dinas atau yang 

berhubungan dengan dinas dengan melampirkan 

surat keterangan dokter dan surat keterangan dari 

atasan paling rendah setingkat pejabat pimpinan 

tinggi pratama di lingkungan satuan organisasinya, 

dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagai 

berikut: 

a. untuk paling lama 7 (tujuh) hari kerja tidak 

dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja; 

b. untuk hari selanjutnya setelah 7 (tujuh) hari 

kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a 

sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja 

dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja 

sebesar 1,5% (satu koma lima persen); dan 

c. untuk hari selanjutnya setelah 14 (empat belas) 

hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b 
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